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Istilah peran dalam “Kamus Besar Bahasa Indonesia” mempunyai arti 
pemain sandiwara (film), tukang lawak pada permainan maknyong, perangkat 
tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. 
Peran juga dapat melekat pada diri seseorang, harus dibedakan dengan 
posisi atau tempatnya dalam pergaulan kemasyarakata. Peran lebih banyak 
menunjukkan pada fungsi, intinya seseorang menduduki suatu posisi tertentu 
dalam masyarakat dan menjalankan suatu peran. Suatu peran mencakup 3 hal 
yaitu : 
1. Peran meliputi norma-norma yang berhubuangan dengan posisi atau tempat 
seseorang dalam masyarakat. 
2. Peran adalah suatau konsep tentang apa yang di lakukana oleh individu dalam 
masyarakat dalam organisasi. 
3. Peran dapat di katakana sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur 
sosial masyarakat. 
Peranan dapat mengimbangi seseorang dalam berperilaku karena fungsi 
dari peran sendiri adalah sebagai berikut: 
1. Memberikan arah pada peroses sosialisai 
2. Pewarisan teradisi, kepercayaan, nilai-nilai, norma-norma, dan pengetahuan. 
3. Dapat mempersatukan kelompok atau masyarakat. 
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4. Menghidupkan sistem pengendalian dan kontrol, sehingga dapat melestarikan 
kehidupan masyarakat. 
Dari pengertian di atas peran adalah suatu rangkaian yang teratur yang di 
timbulkan karna suatu jabatan. Manusia sebagai makhluk social memiliki 
kecenderungan untuk hidup berkelompok. Dalam kehidupan tadi akan terjadi 
interaksi antar anggota masyarakat yang satu dengan anggota masyarakat yang 
lainnya. Tumbuhnya interaksi diantara mereka ada saling ketergantungan.dalam 
kehidupan bermasyarakat itu munculah apa dinamakan peran (role).  
2.2 Pengelolaan ( Manajemen ) 
Istilah pengelolaan dalam bahasa Inggris adalah management. Selain 
berarti pengelolaan, management juga dapat berarti kepemimpinan, 
ketatalaksanaan, kepengurusan, pembinaan, penguasaan. Oleh karena itu, penulis 
menggunakan istilah manajemen untuk membahas konsep pengelolaan. Dalam 
Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)  (1990:411) , Pengelolaan adalah proses, 
cara, perbuatan mengelola; proses melakukan kegiatan tertentu dengan 
menggerakkan tenaga orang lain; proses yang membantu merumuskan 
kebijaksanaan dan tujuan organisasi; proses yang memberikan pengawasan pada 
semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.  
Dalam arti umum, manajemen diartikan sebagai kelompok khusus orang -
orang yang tugasnya mengarahkan daya upaya dan aktivitas orang lain pada 
sasaran yang sama. Secara singkat, manajemen adalah menjalankan sesuatu 
melalui orang lain.  Menurut George R. Terry (1985 : 109),  Manajemen adalah 
proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, 
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pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian yang masing– masing bidang 
tersebut digunakan baik ilmu pengetahuan maupun keahlian dan yang diikuti 
secara berurutan dalam rangka usaha mencapai sasaran yang telah ditetapkan 
semula.  
Pengelolaan menurut Leiper (2009 : 81) merujuk kepada seperangkat 
peranan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang atau bisa juga 
merujuk kepada fungsi yang meerkat kepada peran. 
Dengan demikian perencanaan merupakan proses awal dari suatu kegiatan 
pengelolaan dalam memberikan arah atau patokan dalam suatu kegiatan kemudian 
pengorganisasian berkaitan dengan penyatuan seluruh sumber daya yang ada 
untuk bersinergi dalam mempersiapkan pelaksanaan kegiatan. Tahap berikutnya 
pengarahan dan pelaksanaan kegiatan yangselalu berpedoman pada perencanaan 
yang telah ditetapkan. Tahap terakhir adalah pengawasan yang meliputi kegiatan 
monitoring yang dilakukan untuk memperbaiki program kegiatan berikutnya 
sehingga tujuan yang telah direncanakan tercapai dengan baik. 
2.3   Pariwisata 
Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, 
termasuk pengusahaan objek dan daya tarik wisata serta usaha - usaha yang 
berkaitan di bidang tersebut. Dan wisata adalah kegiatan perjalanan atau sebagian 
dari kegiatan tersebut dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk 
menikmati objek dan daya tarik wisata (Nyoman S. pendit, 2006 : 16). 
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UU No. 50 Tahun 2011, Pariwisata ialah berbagai macam kegiatan wisata 
dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, 
pengusaha, pemerintah dan Pemerintah Daerah. 
Menurut Damanik (2006 : 1) pariwisata dalam arti luas kegiatan rekreasi 
di luar domisili untuk melepaskan diri dalam perjalanan rutin atau mencari 
suasana lain. Sebagai suatu aktivitas manusia, pariwisata adalah fenomena 
pengerak manusia, pariwisata barang dan jasa yang sangat kompleks. Dari 
pengertian diatas dapat di ketahui pariwisata merupakan kegiatan yang 
mengeluarkan biaya. Biaya-biaya yang dimaksud antara lain adalah biaya 
komsumsi dan lain-lain. Berpariwisata adalah suatu proses kepergian sementara 
dari seseorang atau lebih menuju tempat lain diluar tempat tinggalnya (Gamal 
Suwantoro, 2004 : 3)  
Menurut Robert M.c. Intosh bersama Shasshikant Gupta (Nyoman S. 
Pendit 1990 : 29) mengatakan bahwa pariwisata adalah gabungan gejala dan 
hubungan yang timbul dari interaksi wisatawan, bisnis, pemerintah tuan rumah 
tangga serta tuan rumah dalam proses menarik dan melayani wisatawan-
wisatawan ini serta pengunjung lainnya.  
Dampak secara langsung adalah dengan adanya kunjungan wisatawan 
permintaan terhadap fasilitas-fasilitas yang berkaitan dengan jasa industri 
pariwisata. Dengan adanya kegiatan pemenuhan kebutuhan wisata ini akan 
meningkatkan pendapatan masyarakat dampak tidak langsung adalah sebagai 
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pemicu perkembangan bidang-bidang lain seperti perkembangan daerah yang 
bersangkutan, pendapat daerah asli, daerah industri dan lain-lain  
Menurut Hadinoto (1996 : 32 - 34) sistem pariwisata terdiri dari beberapa 
komponen, dimana komponen tersebut merupakan satu kesatuan yang 
memerlukan keterkaitan, ketergantungan dan keterpaduan yaitu : 
1. Atraksi wisata adalah daya tarik wisatawan seperti sumber daya alam, sumber 
daya manusia, budaya dan adat istiadat dan sebagainya. 
2. Promosi merupakan suatu rancangan untuk memperkenalkan atraksi yang di 
tawarkan dan cara bagaimana atrasi dapat di kunjung. 
3. Transportasi mengangkut orang ketempat pariwisata dan dari destinasi 
pariwisata 
4. Fasilitas/pelayanan untuk mendungkung aktivitas pariwisata yang di dominasi 
pihak swasta. 
Pelaku wisata adalah setiap pihak yang berperan dan terlibat dalam 
kegiatan pariwisata, Menurut Damanik (2006 : 19 - 24) wisata adalah komsumen 
atau penguna produk dan layanan. 
Wisata memiliki beragam motif dan lantar belakang (minat, expetasi, 
karakteristik sosial, ekonomi budaya sebagainya) yang berbeda beda dalam 
melakukan kegiatan wisata. Dengan perbedaan tersebut wisata menjadi pihak 
yang menciptakan permintaan produk dan jasa wisata. 
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Pada Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 24 Tahun 2005 
menjelaskan tentang tugas pokok dan fungsi pada bidang pariwisata, tugas pokok 
bidang pariwisata diantaranya adalah : 
1. Memimpin  
2. Merencanakan  
3. Melaksanakan 
4. Mengevaluasi 
5. Mengkoordinasi, dan  
6. Mengendalikan tugas-tugas dibidang pariwisata sesuai dengan peraturan yang 
telah ditetapkan 
Sedangkan bidang pariwisata menyelenggarakan fungsi diantaranya 
sebagai berikut : 
1. Pelaksanaan program pembangunan dan pengendalian dibidang pariwisata 
berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan oleh daerah.  
2. Penyusunan dan pelaksanaan program pembangunan dan pengendalian 
dibidang pariwisata berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan. 
3. Penyusunan tata ruang Kawasan strategis pariwisata. 
4. Pelaksanaan promosi objek wisata baik didalam maupun luar negeri. 
5. Penyelenggaraan dan pengawasan pembangunan serta pengembangan 
pariwisata. 
6. Penyelenggaraan dan pengawasan standar minimal dibidang pariwisata. 
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala sesuai dengan tugasnya.  
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Pada hakikatnya berpariwisata adalah suatu proses kepergian sementara 
dari seseorang atau lebih menuju tempat lain diluar tempat tinggalnya. Dorongan 
kepergiannya adalah karena berbagai kepentingan, baik kepentingan ekonomi, 
sosial, kebudayaan, politik, agama. Kesehatan maupun kepentingan lain seperti 
karena sekedar ingin tau, menambah pengalaman ataupun untuk belajar (Gamal 
Suwantoro, 2004 : 3). Ada beberapa hal yang menyangkut dunia pariwisata antara 
lain : 
1. Wisata alam adalah bentuk kegiatan wisata alam yang memanfaatkan poensi 
sumber daya alam dan tata lingkungan. 
2. Objek wisata alam adalah sumber daya alam yang berpotensi dan daya tarik 
bagi wisatawan serta yang ditunjukan untuk pembinaan cinta alam bagi di 
kegiatan alam maupun setelah pembudidayaan.  
3. Kegiatan wisata alam adalah kegiatan rekreasi dan pariwisata, pendidikan, 
penelitian, kebudayaan dan cinta alam yang dilakukan di dalam objek wisata. 
4. Konservasi adalah pengelolaan dan pemamfaatan sumber daya alam secara 
bijaksana berdasarkan prinsip kelestariaan (Gamal Suwantoro, 2004 : 6). 
Dimana daerah pariwisata dapat menambah pendapatannya dengan 
menjual barang dan jasa, seperti restoran, hotel, pramuwisata dan barang-barang 
souvenir. Dengan demikian, pariwisata harus dijadikan alternatif untuk 
mendatangkan keuntungan bagi daerah tersebut. Menurut Mathieson dan Wall 
(1982) mengatakan bahwa parawisata mencangkup tiga elemen utama, yaitu:  
1. A dynamic element, yaitu travel ke suatu destinasi wisata. 
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2. A static element, yaitu singah didaerah tujuan ; dan  
3. A consequential element, atau akibat dari dua hal di atas (khususnya terhadap 
masyarakat local), yang meliputi dalam ekonomi , sisoal dan fisika dari 
adanya kontak dengan wisatawan. 
Parawisata pada dasarnya merupakan aktivitas yang berupa pelayanan atas 
produk yang di hasilkan oleh industri parawisata yang mampu menciptakan 
pengalaman perjalanan bagi wisatawan. M.c. Intosh (Al Muljadi, 2009 : 7), 
menyatakan bahwa parawisata adalah “ a composite of activities, services and 
industries that delivers a travel experiences: tranportasion, accommodation, 
eating and drinking establishment, shops, entertainment, activity, and other 
hospitality service available for individuals or group that are away from home”. 
Unsur pembentukan pengalaman wisatawan yang utama berupa daya tari wisata 
dari suatu tempat atau lokasi yang di kunjungi. 
Pariwisata dapat juga memberikan manfaat dan menyumbang ini antara lain 
kepada (Oka A. Yoeti, Haji, 2006 : 13) :  
a. Pelestarian budaya dan adat istiadat 
b. Peningkatan kecerdasan masyarakat 
c. Peningkatan kesehatan dan kesegaran  






2.4   Pengelolaan Kepariwisata 
Menurut Andi Mappi Sammeng (2001 : 261) ada tiga faktor penting dalam 
melakukan pengelolaan kepariwisataan yaitu pengembangan, pengaturan dan 
kelembagaan. 
1. Pengembangan  
Untuk melakukan pengembangan kepariwisataan hal yang harus 
diperhatikan adalah  
a. Perencanaan 
Perencanaan pariwisata merupakan pengorganisasian secara 
menyeluruh pengembangan atau pembangunan fasilitas - fasilitas 
pariwisata. Salah satu untuk mengwujudkan perkembangan yang 
berkesinambungan adalah melalui pendekatan perencanaan pelestarian 
lingkungan. Kewajiban masyarakat dalam pengelolaan lingkungan. 
b. Penyusunan rencana 
Perkembangan pariwisata yang berbasis pada masyarakat harus 
memperhatikan dengan sungguh-sungguh empat pertimbangan utama yaitu 
1. Aksessibilitas dengan isu pokok kenyamanan dan keandalan. 
2. Pelestarian lingungan isu pokok otensitas dan keramahan. 
3. Kemajuan ekonomi isu pokok tujua dan metode. 
Untuk menghadapi isu pokok sebagaimana yang dikemungkan diatas 
perlu disiapkan berbagai respon strategis antara lain : 
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1. Jalur - jalur transfortasi dan terminalnya 
2. Keramah tamahan pelayanan 
3. Pengarapan pasar wisata tertentu 
4. Penonjolan penyajian warisan budaya local 
5. Siversifikasi dan pengendaliaan produk 
6. Investasi dan penyerapan tenaga local 
7. Kesertaan masyarakat dalam segala kegiatan  
c. Daya dukung.  
Konsep daya dukung dan proses pendukungan rencana ada dua 
faktor yang mendapat perhatian yaitu citra produk wisata dan lingkungan 
khas alam dan sosial budaya. Kedua faktor tersebut dapat diperjelas 
dengan kriteria dari segi fisik, sosial budaya, ekonomi dan prasarana. 
Menurut Muljadi A.J (2012 :69) aspek dalam perencanaan 
pariwisata adalah wisatawan, pengangkutan, daya tarik wisata, fasilitas 
pelayanan, dan informasi serta promosi. 
d. Jangka waktu  
Rencana jangka pendek biasanya berisikan program pelaksanaan 
untuk kurun waktu 5 Tahun. Jadi program jangka pendek merupakan salah 
satu pengalan pelaksanaan dari rencana jangka panjang jangka waktu: 





Pelaksanaan suatu rencana melibatkan semua pihak 
pemerintah atau swasta, adapun unsur-unsur pokok pelaksanaan 
suatu perencanaan pengembangan pariwisata meliputi : pengesahan 
rencana, terdiri dari sasaran, tujuan, kebijakan umum dan 
pentahapan program pengembangan terdiri dari fasilitas, sarana-
prasarana, koordinasi dan kerjasama. 
2. Pembiayaan  
Sumber pembiayaan, biaya pengembangan pariwisata 
disuatu Negara atau daerah dapat dikelompokan kedalam empat 
golongan besar yaitu biaya persiapan (pemerintah, swasta, 
kerjasama) pembanguna prasarana (objek wisata, daya tarik 
wisata) pembangunan sarana/usaha (pajak) biaya pemantauan. 
3. Pengendaliaan 
Perkembangan pelaksanaan program khususnya program 
kerja atau target tahunan harus dipantau secara bersinambungan. 
Pengendalian berupa pelayanan dan tanggung jawab tenaga kerja, 
kegiatan, pelaksanaan pengawasan proyek yang dilaksanakan, 
prasarana (aksessibilitas dan transportasi) serta pengendalian 
pemasaran, jumlah kedatangan wisatawan perbulan, tingkat 






Aktivitas yang dilakukan dalam sebuah organisasi meliputi stuktur,  
koordinasi pelaksanaan program pelatian, pendidikan serta peraturan. 
Pengaturan merupakan salah satu kegiatan kepastian hukum. Dengan adanya 
kepastian hukum dapat menyelengarakan kegiatan dengan perasaan nyaman 
dan tenang.  Menurut Muljadi AJ (2012 : 78) pembangunan pariwisata 
menyentuh segala aspek pengaturan dan kelembagaan yang melibatkan 
masyarakat, antar lembaga koordinasi yang ada dan lembaga yang melibatkan 
masyarakat, antar lembaga koordinasi yang ada dan lembaga terkaitserta 
mengembangkan jaringan perhubungan. 
3. Pengaturan 
Menurut Syaiful Bahri Ruray (2012:104) pengelolaan lingkungan hidup 
dapat dilakukan dengan pendekatan hukum lingkungan administrasi. Pendekatan 
hukum lingkungan administratif ini meliputi dua instrument yaitu instrument 
perizinan untuk melindungi objek yang terdapat dalam lingkungan tersebut dan 
instrument ekonomi, berubah pembayaran, permodalan, anggaran dan sanksi. 
Keberhasilan pengembangan objek wisata dilihat juga dari sistem 
pengelolaan pemasaran objek wisata tersebut. Menurut Salah Wahab (1996:155) 
pemasaran adalah sebagai suatu kebijakan yang berkaitan denga banyak pihak 
tidak mencondongan diri hanya pada promosi, tetapi juga suatu sistem pariwisata 
yang mempunyai empat fungsi : 
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1. Perumusan, pasar baik yang nyata maupun yang pontensial dan penyajian 
yang serius dalam pemasaraan. 
2. Komunikasi, memikat pemintaan dengan cara menyakinkan wisatawan, 
dengan menyadikan daya tarik yang ada. 
3. Pengembangan, merencanakan dan mengembangkan antraksi dan jasa wisata 
yang memenuhu kebutuhan masyarakat. 
4. Pengawasan, mengavaluasi mengukur dan menghitung berbagai metode 
penelitian dengan kegiatan promosi, pemamfaatan fasilitas dan anggaran. 
Menurut Cox dalam Dowling dan Fanel bahwa pengelolaan pariwisata 
harus memperhatikan prinsip-prinsip berikut : 
1. Pembangunan dan pengembangan pariwisata haruslah didasarkan pada 
kearifan local dan special local sense yang merefleksikan keunikan 
peninggalan budaya dan keunikan lingkungan. 
2. Prevervasi, proteksi dan peningkatan kualitas sumber daya yang menjadi 
basispengembangan Kawasan pariwisata. 
3. Pengembangan atraksi wisata tambahan yang mengakar pada khasan budaya 
lokal. 
4. Pelayanan kepada wisatawan yang berbasis keunikan budaya dan lingkungan 
local. 
5. Memberikan dukungan dan legitimasi pada pembangunan dan pengembangan 
pariwisata jika terbukti memberikanmanfaat positif, tetapi sebaliknya 
mengendalikan dan/atau menghentikan aktifitas pariwisata tersebut jika 
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melampaui ambang batas (carrying capacity) lingkungan alam atau social 
maupun di sisi lain mampu meningkatkan pendapatan masyarakat. 
2.5   Otonomi Daerah 
Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan 
mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan 
aspirasi masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang – undangan. Sedangkan 
Daerah otonom adalah ksatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah 
tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat 
menurut prakasa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara 
Kesatuan Republik Indonesia. Daerah yang dibentuk berdasarkan asas 
desentralisasi disebut daerah otonom yang selanjutnya disebut daerah yang dalam 
undang-undang ini dikenal adanya daerah tingkat I dan tingkat II (Widjaja, 2002 : 
14). 
Menurut Prof. Soepomo (Rozali Abdullah, 2003 : 1) menyatakan bahwa 
otonomi daerah sebagai prinsip berarti menghormati kehidupan regional menurut 
riwayat, adat dan sifat-sifat sendiri-sendiri, dalam kadar negara kesatuan.  
Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom 
untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan 
masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang – undangan. Otonomi 
harus didefenisikan sebagaiotonomi rakyat daerah bukan otonomi “daerah” dalam 
pengertian suatu wilayah/territorial tertentu tingkat lokal (Kaloh, 2014 : 15). 
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Otonomi daerah adalah wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah 
tangga daerah, yang melekat baik pada negara kesatuan maupun pada negara 
federasi. Didalam negara kesatuan, otonomi daerah lebih terbatas daripada 
dinegara yang berbentuk federasi. Kewenangan mengatur dan mengurus rumah 
tangga daerah negara kesatuan meliputi kewenangan pemerintah kecuali beberapa 
urusan yang dipegang oleh pusat (Kaloh, 2002 : 3). 
Pemerintahan daerah dengan otonomi adalah proses peralihan dari sistem 
dekonsentralisasi ke sistem desentralisasi. Otonomi adalah penyerahan urusan 
pemeritah pusat kepemerintah daerah yang bersifat operasional dalam rangka 
sistem birokrasi pemerintahan. Tujuan otonomi adalah mencapai efesiensi dan 
efektivitas dalam pelayanan kepada masyarakat. 
Tujuan utama otonomi daerah adalah meningkatkan dan mensejahterakan 
masyarakat. Ukuran keberhasilan otonomi daerah adalah terwujudnya kehidupan 
yang lebih baikn adil dalam peroleh penghasilan serta terlindung dari rasa aman 
dari segala gangguan dan lingkungan hidup yang lebih aman (Widjaja, 2004 : 
219).  
Pembangunan kepariwisataan dikembangkan dengan pendekatan 
pertumbuhan dan pemerataan ekonomi untuk kesejahteraan rakyat dan 
pembangunan yang berorientasi pada pengembangan wilayah, bertumpu kepada 
masyarakat, dan bersifat memberdayakan masyarakat yang mencakupi berbagai 
aspek, seperti sumber daya manusia, pemasaran, destinasi, ilmu pengetahuan dan 
teknologi, keterkaitan lintas sektor, kerja sama antarnegara, pemberdayaan usaha 
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kecil,serta tanggung jawab dalam pemanfaatan sumber kekayaan alam dan 
budaya. 
2.5.1 Pemerintahan Daerah 
Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 (Kansil, 2004 : 2) mengatakan 
bahwa pembagian daerah Indonesia atas daerah besar atau kecil, dengan 
bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan 
memandang dan emngingat dasar permusyawaratan dalam sistem 
pemerintahan negara dan hak-hak asal usul dalam daerah-daerah yang bersifat 
istimewa. Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 merupakan dasar hukum 
pembentukan Pemerintahan Daerah dan penyelenggaraan otonomi daerah 
dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab 
kepada daerah. Dalam menentukan kewenangan yang dimiliki oleh daerah, 
berlaku teori residu, kewenangan daerah merupakan sisa dari semua 
kewenangan setelah dikurangi lima kewenangan yang dimiliki oleh 
pemerintah pusat. Dengan demikian berarti kewenangan yang dimiliki daerah 
tidak terhingga, sehingga setiap daerah dapat menyelenggarakan kewenangan 
sebanyak - banyaknya tergantung kebutuhan dan kemampuan daerah yang 
bersangkutan. 
Otonomi daerah (Widjaja, 2005 : 25) adalah kewenangan daerah 
otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. 
Dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah, Pemerintahan daerah 
diberikan otonomi seluas - luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh 
undang - undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat. Dalam rangka 
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melaksanakan otonomi luas di daerah, maka pemerintahan daerah berhak 
menetapkan peraturan daerah dan peraturan - peraturan lain untuk 
melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Peraturan daerah adalah 
peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten/kota.  
Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan 
oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas 
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas - luasnya dalam sistem dan 
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam 
Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  
Pemerintah daerah sebagai penyelenggara pemerintah daerah otonom 
oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas desentralisasi. Asas 
desentralisasi dalam hal ini sebagai suatu penyerahan wewenang pemerintah 
oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah otonom. Oleh karenanya 
daerah mempunyai kewenangan dalam mengatur dan mengurus kepentingan 
masyarakat berdasarkan aspirasi masyarakat yang sesuai dengan peraturan 
perundang - undangan.  
2.6   Pandangan Islam 
Pariwisata merupakan kegiatan yang sering dikaitan dengan waktu ruang 
yang harus di ciptakan dan dilaksanakan sebagai serana yang penting untuk 
pemenuhan keputusan individu dan kelompok. Kegiatan pariwisata dialam bebas 
merupakan daya tarik wisatawan yang berasal dari kota-kota besar. Pada 
umumnya mereka menghargai, menikmati sekaligus dapat belajar mengenai 
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lingkungan baru, tidak hanya lingkungan alami tetapi juga budaya lokal yang 
berbeda dengan suasana di kota, Allah SWT menjelaskan dalam Q.S Ar Ra’ad 
ayat 4 sebagai berikut : 
  ٍٍٓءاَمِبٍدِح ََٰوَو ٍََٰىقُْسي ٍٍناَىْىِص ٍُْريَغَو ٌٍِصواَىْىِصِص ٌٍليِخَوَو ٌٍعْرَزَو ٍٍب
ََٰىَْعأ ٍْه ِّم ٌٍت
َٰ ىَجَو ِىفَىِضَْرْلْٱٌَعِطٌقت ََٰرِى ََٰجَت ُّم 
  ٍَنُىِلقْعَي  ٍٍمْىَقِّل ٍٍت ََٰياَءَل ٍَكِل
ََٰذ ِىف  ٍِنإ ٍِلُُكْلْٱ ىِف ٍٍضْعَب ٍََٰىلَع ٍَهَضْعَبٍُل ِّضَُفوَوا  
Artinya : Dan di bumi ini terdapat bagian-bagian yang berdampingan, dan 
kebun-kebun anggur, tanaman-tanaman dan pohon korma yang 
bercabang dan yang tidak bercabang, disirami dengan air yang sama. 
Kami melebihkan sebahagian tanam-tanaman itu atas sebahagian 
yang lain tentang rasanya. Sesungguhnya pada yang demikian itu 
terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir. 
Ayat diatas menunjukan kebesaran Allah SWT yang telah menciptakan 
hamparan bumi (tanah) sebagai tempat berpijak dan ditanami tumbuh-tumbuhan 
seagai sumber kehidupan yang patut disukuri oleh manusia, juga bertujuan untuk 
memerikan gamaran kepada manusia agar dapat mengamil hikma dan maamfaat 
dari penciptanya. 
Bumi atau alam terdiri atas beberapa komponen yaitu tanah, tumuhan air 
dalam lain-lain semuanya itu membatu suatu ekosistem, suatu daerah mempunyai 





2.7   Definisi Konsep 
Untuk memudahkan menganalisa dan menghindari kesalah fahaman dalam 
penggunaan konsep serta menghilangkan salah pengertian dan istilah-istilah yang 
dipergunakan dalam penelitian ini makan penulis memperjelas konsep yang akan 
diopersionalkan di lapangan sebagaimana yang penulis maksudkan,sesuai dengan 
permasalahan-permasalahan yang di teliti untuk lebih jelasnya dapat dilihat 
sebagaio berikut: 
1. Peran  
Peran adalah suatu rangkaian yang teratur yang di timbulkan karna suatu 
jabatan. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kecenderungan untuk 
hidup berkelompok 
2. Pengelolaan  
Pengelolaan adalah seperangkat peranan yang dilakukan oleh seseorang 
atau sekelompok orang atau bisa juga merujuk kepada fungsi yang meerkat 
kepada peran. 
3. Pariwisata 
Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, 
termasuk pengusahaan objek dan daya tarik wisata serta usaha - usaha yang 
berkaitan di bidang tersebut 
4. Otonomi Daerah 
Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom 
untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan 
masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang – undangan 
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2.8   Penelitian Terdahulu 
Adapun penelitian terdahulu penulis dan perbedaan dengan penelitian 
sebelumnya dapat dilihat dibawah ini : 
1. Marian Kumala, 2017. Peran dinas pariwisata dan kebudayaan dalam 
pengelolaan objek wisata air panas suaman kabupaten rokan hulu. Dengan 
hasil penelitiannya dapat dikatakan bahwa peran dinas pariwisata da 
kebudayaan dalam pengelolaan objek wisata air panas suaman dikabupaten 
rokan hulu masih dianggap belum optimal karena hanya mampu memeriksa, 
mengoreksi dan mengontrol kerja para bawahan yang telah terlaksana dengan 
adanya pedoman kerja yang telah disusun pemerintahan sesuai dengan tupoksi 
dinas pariwisata dan kebudayaan di kabupaten rokan hulu. Perbedaan 
penelitian penulis dengan penelitian terdahulu yaitu objek penelitiannya serta 
metode penelitiannya berbeda. 
2. Munfaridah, 2016. Dengan judul peran dinas pemuda olahraga dan pariwisata 
dalam pengelolaan objek wisata kabupaten Indragiri hulu. Berdasarkan hasil 
penelitian dapat dikatakan bahwa masih banyaknya kendala yang dihadapi 
oleh dinas pemuda dan pariwisata seperti keterbatasan anggaran untuk 
mengelola objek wisata, belum adanya peraturan daerah, destinasi wisata 
memiliki potensi terletak sangat jauh dan sulit dijangkau sertamasih 
kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga dan melestarikan. Perbedaan 
penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya yaitu peneliti terdahulu 
meneliti tentang ruang lingkup kabupaten sedangkan penelitian penulis 
mencakup ruang lingkup kecamatan. 
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3. Sujaryanto, 2014. Dengan judul peran pemerintah dalam mengembangkan 
candi muara takus sebagai objek pariwisata dikabupaten Kampar. Berdasarkan 
hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa adanya peningkatan aksebilitas yang 
merupakan faktor penting dalam merencanakan dan mengembangkan sebuah 
kawasan wisata mengingat pentingnya memberikan kemudahan bagi 
pengunjung dalam melakukan aktivitas wisata, kemudian kebijakan 
pengembangan sumber daya dan kelembagaan serta sarana dan prasarana 
wisata. Adapun perbedaan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu yaitu 
penelitian terdahulu membahas tentang pengembangan wisata sedangkan 
penelitian penulis membahas tentang pengelolaan wisata. 
4. Okta Zahara, 2014. Dengan judul analisis pengelolaan objek wisata kebun 
binatang kasang kulim dikecamatan siak hulu kabupaten Kampar. Dari hasil 
penelitian rekapitulasi pengukuran terhadap masing-masing indicator tersebut, 
maka dapat dinyatakan bahwa pengelolaan objek wisata kebun binatang 
kasnag kulim dalam kategori cukup baik dengan kisaran nilai persentase 
36,84%. Untuk itu pengelolaan kebun binatang kasang kulim tidak terlepas 
dari peranan pemerintah dan masyarakat setempat. Perbedaan penelitian 








2.9   Indikator Penelitian 
Variabel Indikator Sub Indikator 
Pengelolaan Objek 
Wisata ( Andi Mapping 
Sammeng, 2001 : 261) 
1. Pengembangan a. Perencanaan 
b. Pelaksanaan  
c. Pengendalian 
d. Pembiayaan 
2. Kelembagaan a. Promosi & pemasaran 
b. Pendidikan  
c. Pelatihan  
3. Pengaturan  a. Aturan 
b. Perizinan 
Sumber : Menurut Andi Mapping Sammeng (dalam Cakrawala Pariwisata, 
2001 : 261) 
 
2.10 Kerangka Berfikir 
Berdasarkan dukungan landasan teoritik yang diperoleh dari eksplorasi 
teori yang dijadikan rujukan konseptual, maka dapat disusun kerangka pemikiran 






















Peran Dinas Pariwisata, Kebudayaan, 
Pemuda dan Olahraga Kabupaten 
Bengkalis dalam Pengelolaan Objek Wisata 
Pantai Selat Baru di Kecamatan Bantan 
Pengelolaan Objek Wisata 
(Andi Mappi Sammeng) 
Kelembagaan Pengaturan Pengembangan 
a. Perencanaan 
b. Pelaksanaan  
c. Pengendalian  
d. Pembiayaan  
a. Promosi dan 
Pemasaran 
b. Pendidikan  
c. Pelatihan  
a. Aturan  
b. Perizinan 
 
